PANGAN HEORTIKULTURA DAN PERKESTNAN
NOMOR : 28.a/320/SK/FSP/DISTANSORTSUN 2019 TENTANG
. PEMEENTUKAN UNIT PELAKSANA TINGEAT KASTPATEN DISTRICT
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT) KEGIATAN LOAN FENGEMSANGAN DAN
PENGELOLAAN PFROGRAMN [RIGAS] TERFPADT (INTEGRATED PARTICIFATORY
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF [REIGATION FROGRAM TFDNT™
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Perkebunan perlu ditetaplkan Pembentukan Unit DU
kegiatan IPDMIP,
Me t ¢
Sginge 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 teniang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtn
1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 30406);

2, Undang-Undang Nomor 17 ‘Tabun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4280);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 teniang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,

" Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 1
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan |
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik l
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tanbahan Lembaran Negara Republik

~ Indonesia Nomor 5068);

el R A Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
N B  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011
(it ] " Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
donesia Nomor 5234); £ |

19 Tahun 2013 tentang
yaan Petani (Lembaran
31,Tambahan Lembaran
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20035 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4624);

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomeor 123
Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber

Daya Air;
13. Peraturan  Menteri  Pekejaan  Umum Nomor
. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;

14. Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum Nomor
31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi
Irigasi;

15. Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum  Nomor

33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan
P3A/GP3A dan IP3A;

 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan
’ elih aman Snmber Air dan Bangunan Pengairan
o ’ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor

an Umum dan Perumahan
lsmntangﬁmeupnneans
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Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengernbangan
dan Pengelolaan Sistemn Irigasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);

22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negars
Republik  Indonesia  Tahun 2016  Nomor 874)
sabagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam  Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
125);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030,

. 24, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2018;

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kubupa’qen Pelmr Selatan Tahun Anggaran

a Dinas Tanaman Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan
IEII:TANHORTBUN—PS/ZOE
Lampiran Keputusan Kepala
‘Hortikultura dan Perkebunan
- Selatan Nomor
1-PS/2019 Tentang
ana Teknis Kegiatan (PPTK)
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN

Membentuk Unit Kabupaten Loan Program Implementation
Unit Integrated Participatory Development And Management
Irrigation Program (IPDMIP) pada Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan,
dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | Keputusan ini.

Unit sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai
tugas dan tanggungjawab sebagaimana terdapat pada
Lampiran Il Keputusan ini.

Biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan Loan [PDMIP dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Loan IPDMIP dengan
kode kegiatan 2.00.03.2.00.03.01.28.05

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari Tahun
2019

Ditetapkan :  Painan
PadaTanggal . . & April 2019
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T PELANEAN: TINGEATY EABSTPATEN (DISTRICT PROJECT
/DFIT] EDGATAN
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN BURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNANNOMOR
28.0/520/8K/PSP/DISTANHORTBUN /2019 TENTANG PEMBERTUKAN
UNIT PELAKSBANA TINGKAT KABUPATEN (DISTRICT PROGJECT
IMPLEMENTATION UNIT/DPIU) KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN PROGRAM IRIGASI TERPADU (INTEGRATED
PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIATION

PROGRAM /IPDMIP)
NOMOR : |b4y /B20/8K/PBP/DISTANHORTBUN /2019
TANGGAL : { April 2019

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (DPIU)
PROYEK PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN IRIGAS] PARTISIPATIF TERINTEGRASI
(INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIATION

PROGRAM /IPDMIP
NO. JABATAN URAIAN TUGAS !
. |Pejabat Pembuat Komitmen | - Menjamin bahwa Rekening Khusus Daerab

(PPK) dibuka secepatnya dan digunakan sesuai dengan
: prosedur yang disepakati bersama antara
IFAD,ADB, dan Pemerintah Indonesia untuk &

mcndukung pembayaran dan aplikasi penarikan r
dana yang lepat waktu;

~ Melakukan kerjasama dengan Bappeda hkamf
!

Proyek IPDMIP dalam rangka fasilitasi
pembentukan DPIU;

-Menﬂuu' pelelangan  pengadaan pcnyedn
jua/konmlmnunmkmchkumkanknmpom
] od Agricultural Income;
:kom'dinui dalam pmgelomxil
;1;‘lncreuedli.¢ricummllmameymg
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oleh Proyek IPDMIP;

— Mengambil tindakan bila perlu,agar pelaksanaan
audit dapat diselesaikan dalam jangka waktu
yang telah ditentukan dalam Loan Agreement
dan/atau persetujuan IFAD;

~ Pelaksana keuangan ditingkat kabupaten
mendapatakan laporan tentang Rekening Khusus
Proyek IPDMIP dari IFAD,dan mencocokan secara
rutin dengan transaksi keuangan Proyek IPDMIP
seperti yang tercatat dalam pembukuan
keuangan Proyek IPDMIP;

- Mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan
dalam pelaksanaan keuangan Proyek IPDMIP
bantuan luar negeri di kabupaten;

- Mengumpulkan informasi tentang kemajuan
Proyek IPDMIP yang berkaitan dengan laporan
keuangan secara rutin dari seluruh sumber
pembiayaan dan pengeluaran Proyek [PDMIP, dan
melaksanakan pembukuan keuangan Proyek
IPDMIP secara akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan;

- Melakukan evaluasi penyerapan dana bantuan
luar negeri di unit pengelolaan dan unit
pelaksanaan Proyek IPDMIP;

— Melakukan supervisi atau pembinaan dan
evaluasi pelaksanaan keuangan Proyek IPDMIP;

- Menjamin terpenuhinya kebijakan dan prosedur
IFAD dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan
ketentuan dalam Loan Agreement;

— Menerima,menyimpan,menatausahakan
peneluaran dana untuk kegiatan belanja Proyek;
- Memeriksa Keabsahan dokumen SPJ dan bukti-
bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan
> k"" t 3

| naran perhitungan tagihan dalam
J dan ketersediaan dana dalam POK

natausahakan dan pengarsipan
SPJ dan dokumen-dokumen

embukuan sesuai dengan
-undangan yang berlaku;

- bulanan,laporan realisasi
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